BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, Penulis
dapat menyimpulkan yaitu Hukum positif Indonesia pada saat ini sudah memperbaharui mengenai
Undang-Undang Merek yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Merek Nomor 15
Tahun 2001 kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek yang baru tersebut, Indonesia
menambahkan mengenai perlindungan terhadap objek merek dalam bentuk dua atau tiga dimensi,
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi. Sedangkan untuk Desain Industri, peraturan tersebut telah lebih
dahulu mengatur mengenai bentuk dua atau tiga dimensi yang disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hal ini menjadikan kedua peraturan tersebut
melindungi / mengatur mengenai objek dua dan tiga dimensi, dimana ini membuat kedua peraturan
tersebut menjadi berpotensi mengalami tumpang tindih karena tidak ada penjelasan lebih lanjut
sejauh mana tiga dimensi yang dimaksud oleh masing-masing Undang-Undang. Untuk membantu
pelaku usaha atau masyarakat dalam membedakan dan mengimplementasikan kedua peraturan ini,
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling tepat untuk tanda / objek bentuk tiga dimensi
ini harus melihat kepada tujuan dari tanda tersebut. Jika tanda tersebut memenuhi syarat umum
dalam pengaturan merek yang dimana merek menitikberatkan terhadap “daya pembeda” dengan
barang lain dalam jenis merek yang sama atau memiliki kekhasan (distinctiveness) di mata
konsumen, yang dimana konsumen dapat langsung mengidentifikasi sumber barang tersebut dan
juga barang tersebut memiliki makna sekunder maka hal ini dapat dilindungi dalam perlindungan
merek. Desain Industri memiliki pengaturannya sendiri dimana menitikberatkan terhadap “kesan
estetis” suatu barang dan harus baru. Jika tanda dengan konfigurasi tiga dimensi memiliki tujuan
untuk melindungi suatu desain tertentu agar terhindar dari penjiplakan oleh desainer lain, serta
mengasah atau merangsang kreativitas pendesain untuk membuat karya yang baru maka dilindungi
dalam desain industri.

5.2 Saran

Untuk perlindungan terhadap objek tiga dimensi tersebut, dalam UU Desain Industri dan UU

Merek menurut Penulis sebaiknya ditambahkan penjelasan sejauh mana cangkupan mengenai tiga



dimensi diatur dalam masing-masing peraturan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam

masyrakat sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya.
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